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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PEMROSESAN IZiN TRAYEK DAN IZIN OPERASI

Wemmbang

Yagingat

ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 10 Tahun 1989 tentang Retribusi izin
Trayek serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam pemberian 1zin Trayek dan 1zin Operasi
Angkutan Penumpang Umum di Keta Surabaya, maka
ketentuan Tata Cara Penyelesaian Izin Trayek Kendaraan
Bermotor Angkutan Penumpang Umum di dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat lI Surabaya sebagalmana diatur
dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 2 Tahun 1898, perlu ditinjau kembali;

. Sehubungan dengan hal fersebut pada huruf a diatas, periu

menetapkan Keputusan Walikota Surabaya Tentang Tata
Cara Pemrosesan {zin Trayek dan izin Qperasi Angkutan
Penumpang Umum di Kota Surabaya.

. Undang — undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah [stimewa Yogyakarta,
yang telah diubah dengan Undang — undang Nomor 2 Tahun
1865 (Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 1965 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang ~ undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1882 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);



Yanstapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ;

Peraturan Daerah Kotamadya Dzerah Tingkat |l Surabaya
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Retribusi lzin Trayek;

Peraturan Dasrah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya;

Keputusan Walikota Surabaya Nemor 51 tahun 20071 Tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PEMROSESAN iZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI ANGKUTAN
PENUMPANG UMUM DI KOTA SURABAYA,

BAB {
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

W

Pemerintah Kota Surabaya yang selanjuinya disebut
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah;

Kepala Daerzah adzalah Walikota Surabaya;
Dinas Perhubungan adalzh Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

Kepala Dinas adelah Kepala Dinas Perhubungan Kota
Surabaya;

Pejabat yang ditunjuk adzlah Kepala Dinas Perhubungan Keta
Surabaya,

Sub Dinas, adalzh Sub Dinas Angkutan Darat pada Dinas
Perhubungan;

Perusahaan Angkutan Penumpang Umum adalah setiap uszha
perorangan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha
di hidang pekeriaan pengangkutan orang atau penumpang,
yang mempergunakan kendaraati bermotor umum dengan
menerima bayaran;



10,

11.

13.

14,

16.

17.

Trayek, adalah Llintasan tertentu yang digunakan untuk
pelayanan Jasa Angkutan Penumpang Umum dengan
kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk;,

Kendarazn bermoter, adalah setiap kendaraan yang digerakkan
oleh peralaian {eknik pada kendaraan tersebut, yang
dipergunakan untuk mengangkut orang dengan atau tanpa
disertai barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas
rel:

izin, adalzh izin Trayek atau izin Operasi yang diberikan oleh
Pejabat tertentu kepada seseorang atau Badan Hukum untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan Jasa Angkutan dengan
kendaraan bermotor umum;

izin Trayek, adalah lzin yang diberikan untuk melaksanakan
kegiatan berupa pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan
umum dalam trayek tetap dan teratur;

lzin Operasi, adalah lzin yang diberikan uniuk melaksanakan
kegiatan berupa pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan
umum tidak dalam trayek;;

Femegang lzin, adalah Crang atau Badan Hukum yang telah
memperoieh izin teriviis dari Kepaia Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk;

Angkutan nenumpang umum adalah kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan cleh umum dengan dipungut
bavaran;

Angkutan Mikrolet adalah mobil bus umum yang dilengkapi 12
(dua belas) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi ;

Anglkutan penumpang taksi adalah kendaraan umum dengan
jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
dengan argometer,

Angkutan penumpang engguna adalah mobil angkutan
penumpang umum yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan mempunvai daya angkut 5 orang termasuk
pengemudi seria dilengkapi dengan bagasi.

BAR |l

JENIS PELAYANAN DAN MASA BERLAKU IZIN

asal 2

{1} Jenic pelayanan lzin terdiri dari :

a. lzin Trayek:
b. lzin Qperasi;

{2) lzin Trayek dimaksud padza ayat (1) huruf a terdiri dari

a. lzin trayek mikroiet:
b. 1zin trayek bus kota.



(3) Izin Operasi dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a, lzin Operasi Angkutan Taksi;
b. izin Operasi Angkutan Penumpang Serba Guna (Angguna).

Pasal 3

(1) Masa beriaky lzin adalah 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib
didaftar ulang;

(2) Apabila masa berlaku 1zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beraknif, maka izin yang bersangkutan dapat diperpanjang.

BAB il
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

(1} Untuk memperoleh lzin, pemohen harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan
dengan menggunakan formuiir permohonan yang telah
disediakan oleh Dinas Perhubungan,

{2) Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap dan
ditandatangani harus dilengkapi dengan;

a. Foto copy Surat Tanda Neomor Kendaraan Bermotor
(STNKB) yang masth berlaku,

b, Foto copy KTP atau Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi:

¢. Foto copy Surat 1zin Usaha Angkutan Penumpang Umum
yang masih berlaku;

d. Fote copy Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor yang
masinh berlakuy;

(3) Untuk pendaftaran ulang lzin, pemohon harus mengajukan
permohonan tertuiis kepada Kepala Dinas dengan cara
mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas
Perhubungan dengan dilengkapi

a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNKB} yang masih beriaku,

b. Foto copy KTP atau Akta Pendirian Persuahaan/Koperasi;

¢. Foto copy Surat izin Usaha Angkutan Penumpang Umum
yang masih berlaku;

d. Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih
beriaku.

e. Foto copy Surat 1zin Trayek atau I1zin Operasi sebelumnya;

(4} Untuk perpanjangan izin harus dizjukan selambat-lambatnya
1 {satu) bulan sebeium berakhirnya izin dengan syarai-syarat
sebagaimana dimaksud ayat (1} dan ayat (2);

{5} Untuk mengajukan permchenan izin, pemohon wajib
menunjukkan surat asii sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3).



BAB IV
BENTUK DAN PENANDATANGANAN I1ZIN

Facal &

{1)1zin Trayek dan lzin Operasi Kendaraan Bermotor Angkutan
Penumpang Umum dilengkapi dengan Kariu Pengawasan;

{2) Penandatanganan Surat lzin/Penolakan terhadap permohonan
izin dilakukan oleh Kepala Dinas ;

(3) Penandatanganan Kartu Pengawasan dilakukan oleh Kepala
Sub Dinas Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan;

{(4) Bentuk formulir permohonan izin dan Kartu Pengawasan
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

BABYV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 8
(1) Mekanisme pemrosesan izin Trayek dan izin Operasi :

a. Pemohon mengajukan permochonan izin dengan mengisi
formulir yang telah disediakan dengan dilampiri

1. foto copy KTP yang masih berlaky ;

2. foto copy STNK yang vang masih beriaku ;

3. foto copy Izin Usaha (Kartu Pangawasan Izin Usaha)
4. foto copy Tanda Uji Kendaraan ;

b. Kepala Bagian Tata Usaha menerima dan mencatat berkas
permohonan dan menyampzaikan kepada Kepala Dinas
(kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari);

¢. Kepala Dinas meneliti berkas permohonan, memberi disposist
untuk diproses dan menyampaikan berkas tersebut kepada
Kepala Sub Dinas Angkutan Darat ;
(kegiatan tersebut disclesaikan dalam wakiu 1 (satu) hari),

d. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat setelah menerima berkas
permohonan dari Kepala Dinas segera meneliti dan memberi
disposisi kepada Kepala Seksi Angkutan Orang unfuk
diproses ;

(kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari);

e. Kepala Selisi Angkutan Orang setelash menerima berkas
permohonan dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat segera:

1 mengsdskar peneliian ke lokesi sebagal dasar
persetujuan/penolakan pembenan izin;

2. mensliti dan memroses konsep surat izin ;

3. menyampaikan konsep surat izin kepada Kepala Sub

Dinas Angkutan Darat; -
(kegiatan tersebut diselesatkan dalam waktu 7 (tujuh)
hari) ;



f. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat menerima kensep surat
izin dari Kepala Seksi Angkutan QOrang untuk ditelii dan
diteruskan k-pada Kepala Dinas (kegiatan tersebut
diseiesaikan dalam waktu 2 (dua) hari);

g. Kepala Dinas setelah menerima berkas konsep surat izin
dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat untuk
ditandatangani dan dikirim kembali kepada Kepala Sub
Dinas Angkutan Darat (kegiatan tersebut diselesaikan
dalam waktu 1 (satu) hari) ;

h., Kepala Sub Dinas Angkutan Darat seteleh menerima
berkas surat izin dari Kepaia Dinas meiakukan kegiatan :

1. mencatat, memberi nomor agenda, menyimpan arsip
dan memberi stempel dinas ;

2. menerima dan membavyar retribusi ke Bendaharawan
Khusus Penerima;

3. menyerahkan surat izin kepada pemohon.
(kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 (safu)
hari.

{2) Mekanisme Pemrosesan Kertu Pengawasan zin Trayek dan
tzin Operasi :

a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir Surat
Permohonan yang tefah disediakan dengan dilampiri :

1. foto copy KTP yang masih beriaku ;

2. foto copy STNK yang masih beriaku ;

3. foto copy surat izin usaha (Kartu Pengawasan izin
Usaha),

4. foto copy izin travek/izin operasi sebelumnya;

5. foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan ;

b. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat

1. menerima dan mencatat berkas permohonan ;

2. meneiiti kelengkapan berkas dan memroses konsep

Kartu Pengawasan ;

menyampaikan berkas Kepada Kepala Seksi Angkutan

Orang;

4. menerima dan membayar uang retribusi ke Bendahara-
wan Khusus Penerima

5

c. Kepala Seksi Angkutan Crang :

1. menerima berkas dari Kepzia Sub Dinas Angkutan
Darat ;

2. meneliti dan memberi bersetujuan untuk diproses ;

3. mengembaiikan berkas yang tidak disetujui kepada
Kepala Sub Dinas Angkutan Darat ;

4. meneruskan berkas yang telzh disetujui kepada Kepala
Sub Dinas Angkutan Darat ;



d. Kepala Sub Dinas Angkuten Darat :

-

. menerima konsep Kartu Pengawasan dari Kepala Seksi
Angkutan Grang ;

. menandatangani Karty Pengawasan ;

. mencatat dan memberi homer agenda, menyimpan dan
memberi stempel dinas;

4. menyerahkan Kartu Pengawasan kepada pemohon;

WM

(3) Mekanisme pemrosesan Perpanjangan izin Trayek dan Izin
Operasi ;

a. Pemohon mengambil dan mengisi formulir  Surat
Permohonan vang tetah disediakan dengan diiampirt
1. foto copy KTP vang masih berlaku ;
2. folo copy STNK yang masih beriaku ;
3. foto copy surat izin usaha (Kartu Pengawasan Izin
tsaha);
4. foto copy izin trayek/izin operasi sebeiumnya;

b. Kepala Bagian Tata Usaha menerima berkas permchonan
dan menyampaikan berkas kepada Kepala Dinas;
(kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari);

c. Kepala Dinas menerima dan meneliti berkas permohonan
serta mendisposisi kepada Kepala Sub Dinas Angkutan
Darat untuk diproses ;

d. Kepala Sub Dinzs Angkutan Darat:
1. menerima berkas permohonan yang telah didisposisi oleh
Kepala Dinas;,
2. meneliti dan memberi disposisi kepada Kepala Seksi
Angkutan Orang untuk diproses ;
{kegiatan tersebut diselasaikan dalam wakiu 2 {(dua) hari),

e. Kepala Seksi Angkutan Qrang :
1. menerima berkas permohonan yang telah didisposisi oleh
Kepala Sub Dinas Angkutan Darat ;
2. meneliti dan memproses konsep surat izin ;
3. memberi paraf dan menyampaikan kensep Surat 1zin
kepada Kepala Sub Dinas Angkutan Darat;
{kegiatan tersebut diselesaikan dalam wakiu 2 (dua) hari);

f. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat setelah menerima konsep
Surat izin dari Kepaia Seksi Angkutan Orang, segera
memberikan paraf dan menyampaikan Konsep Surat lzin
tersebut kepada Kepala Dinas (kegiatan tersebut
diselesaikan dalam waktu 2 {dua) hari);

g. Kepala Dinas setelah menerima berkas konsep surat izin
dari Kepala Sub Dinas Angkutan Darat segera
menandatangani surat izin dan mengirimkan kembali kepada
Kepala Sub Dinas Angkutan Darat ;



h. Kepala Sub Dinas Angkutan Darat setelah menerima berkas
surat izin dari Kepala Dinas segera !

1. mencatat, memberi nomor agenda, menyimpan arsip dan
memberi stempel dinas ;

2. menarima dan membayar retribusi ke Bendaharawan
Khusus Penerima ; '

3. menyerahkan surat izin kepada pemohon.

BAB VI
ALUR PEMROSESAN IZIN

Pasal 7

Bagan Alur mekanisme pemrosesan lzin Trayek/lzin Operasi,
pemrosesan perpanjangan izin Trayek/ izin Operasi dan
pemrosesan Kartu Pengawasan lzin Trayek/izin Operas! adalah
sebagaimana dinyatakan dalam lampiran il Keputusan ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat |l Surabaya Nomor 02 Tahun 1998
tentang Tata Cara Penvelesaian lzin Trayek Kendaraan Barmotor

Angkutan Penumpang Umum di dalam Wilayah Kota Surabaya
dinyatakan tidak bertaku lagi.

Pasal 9
Keputusan ini mulai berlzku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapet mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkandi : SURABAYA
Pada tanggal :23 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONOQ

Diundangkan ..........



o]

Ciundangkan di Surabaya
=ada tanggai 30 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
ttd
ALISJIAHBANA
SMBARAN DAERAH KOTA SURARAYA TAHUN 2003 NOMOR 23/D

alinan sesuai dengan aslinya

ala Bagian Hukum

‘.‘—-'-—.
S

—7T 3
VAL



LAMPIRAN | KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 32 Tzhun 2003
TANGGAL 23 Juni 2003

-* Tormulir Permohenan Jzin Trayek/izin Operasi Anglostan Penumpang Umum

Surabaya,
3=—hal: Permchenan Izin Travek/ Kepada
[zin Operasi Angkutan Yth.Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Penumpang Umum Kota Surabaya
di-

SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawzh ini ¢
Nama
Alamat

Pelerjaan

Bersama ini kami mengajukan permohonan [zin Travek/ Izin Operasi Angkutan

Penumpang Umum di Kota Surabaya, dengan dara sebagai berikut :

Nama Baran Hukum : Merek Kendaraan
Alamat : Keadaan

Jernig Angkutan : Bentuk Lendarazn
MNomor Kendaraan : Model/ Tipe:
Nomor Rangka : Warna

Noemor Mesin : MNomor Lambung
Kode Trayek : Tzhun Pembuatan

Uraian Trayek

Sebagar kelengkapan diatas, bersama ini kami lampirkan :
1. Foto Copy Surat Tanda Nomeor Kendaraan ( STNKDB );
2. Foto Copy Keart: Tanda Penduduk { KTP/ KK ),
3. Fote Copy Surat Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor,
1. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendarzan.,

Demikian atas persetujuan yang dibertkan disampaikan terima kasih.

Pemohen

........................



2. Formulir Surat [zin Trayek Angkutan Penumpang Umum

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Ji. Dukuh Menanggal No.1 Surabaya Telp (031) 8295324, 8295332

TIZ!N
Nomor : / / /2003

TENTANG

ZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Dasar & Undang-undang Nomor 14 Tahun 1932 tentang Laiu Lintas dan Angkutan Jatan;
b.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Femerintahan Daerah
¢. Peraturan Daerah Kotamadya Deaersh Tingkat || Surabaya Nomor 10 Tahun 1292
tentang Refribusl izin Trayek.:
d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisas! Dinas Keta
Surabaya;
e, Keputisan Mentert Perhublingan Nomar KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Crang DI Jalan Dengan Kendaraan Umum
f. Keputusan Walikota Surebaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rinclan Tugas dan Fungsi
Dinas Perhutungan Kota Surabaya
MENGIZINKAN
Kepada
Nama
Alamat
Jumiah kendaraan
Pada trayek

iidenfitas/ kendaraan, kewajiban pemegang izin dan nute terfampir)

et . Mengangkut penumpang sesuai dengan Surat Tenda Uj Kendarean (STUK), Surat izin ini
herlaku seiak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekefinian
dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mesfinya.

Ditetapken di Surabaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA,

Pangkat
NIP.
Tembusan disampaikan kepada Yth;
1 Sd Walkct Surabaya (sebagai laporan)
2 Sar Kepae Baden Pengawas Kota Surabava




: Formulir Surat |zin Operasi Angkutan Taksi 4t Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jh Dukuh Menanggal No.1 Surabaya Telp (031) 8205324, 8293322

SURAT IZIN
NOMOR : ! / /2003

TENTANG
1ZIN OPERASI ANGKUTAN TAKSI DI KOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,

Zasar Undang-undang Narnor 14 Tahun 1862 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-undang Nomar 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daeraf;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Retrtbusi izin Trayek;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Qrganisasi Dinas Kota

Surabaya;

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang  jalan dengan kendaraan umum;

f.  Keputusan Walikota Surabaya Noror 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Do

o

MENGIZINKAN

dzana

w3 Penusahaan

w3 Logo Perusahaan
a2 Pimpinan

z—at

- ZnUsaha

w2 hertaki izin

F¥ .

‘oeeTtas kendaraan, kewajpban pemegang izin dan rute terlempir)
T : Mengangkut penumpang sesuai dengan Surat Tanda Uil Kendaraan (STUK), Surat lzin ini

beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudlan harl terdapat
kekeiiruan dalam penetapannya ekan diadakan pertraikan sebagaimana mestinys.

Ditetapkan i - Surabaya

pada tanggal -
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA,
NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

“=—ngen disamnpaixan kepada Yt
* 37 YWakketa Surabave (sehagai leporan
= 7 Xeoed Dadan Pengawes Kot Surabave




4. Formulir Surat izin Operasi Angkitan Serba Guna ( AngQuna 1di Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Dukuh Menanggal No.t Surabaya Telp (031) 8265324, 8285332

SURAT {ZIN

NOMOR : ! ! 12003
TENTANG

IZIN OPERASI ANGIQ)TAN SERBA GUNA { ANGGUNA )
Dt KOTA SURABAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

Daser : &  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1892 tentang Lalu Limtas dan Angkutan Jalan;
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah
¢. Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat | Surabava Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Refribusi lzin Trayek:
d. Peraturan Daersh Keta Surabaya Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kofa
Surabaya,;
e, Keputusan Menteri Perhitungan Nomor KM 84 Tahun 1899 fentang  Penyelenggaraan
Angkutan Orang df Jatan dengan Kendaraan Umum
f. Keputusan Waiikota Surebaya Nomor: 51 Tehun 2001 tentang Rinclan Tugas dan  Fungsi
Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
MENGIZINKAN
Kepada
Namsa
Alamat
No. Kendaraan :
No. Rangka : No. Mesin
Merek kendaraan : Tahun pembuatan
JAmlah Kendaraan : Tahun

! identitas kendaraan, kewajihan pemegang izin dan rute tetlampir )

Jrhik ;. Mengangkut penumpang sesual dengan Surat Tanda Ujl Kendaraan (STUK), Surat Izin Ini
beraku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablla dkemudlan hari terdapat
kekeliruan dalam penetapanmya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan i - SURABA YA
pada tanggel :

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SURABAYA,

NAMA LENGKAP
Pangiat

Tembiusan ; NIP.

i 4 Sdr Wallkote Surahaya (sebagal lagoran)
2 S&r. Kepala Baden Pengawas Keta Surabaya



£ Somudir Kartu Pengawasan

PEMERINTAM KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Dukut Menanggal No.1 Surabaya Teip (031) 8285324, 8295332

KARTU PENGAWASAN

PENGAWASAN ORANG DENGAN ANGKUTAN PENUMPANG UM UM

Tesar hukum 1. Undang-undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalt Lintas dan  Angkutan Jalan,
2. Undang-undang No.22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Dasgrah Kotamadya Daerah Tingkat 4 Suracava No. 10 Tahun 1999
terdang Retribusi zin Trayek ;
4, Peraturan Dasrah Kota Surabaya No3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota
Surabaya,
5. Keputusan Wailkota Surabaya No.51 tahun 2001 tenteng Rinclan Tugas dan Fungsi
Dinas Periutungan Kota Surabava
gLada No. Kengarazan
Lamat No. Rangka
25 Kendaraan No. Mesin
Cayaangkut No. S TUK
w3 Lambung Merek
e LIKPS Tahun pembuatan
Zzda Travek
Seriaku s/d " Tanggal

sengan ketentuan -

Permohonan pembaharuan Kartu Pengawasan diajukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sebelum

masa berlaku herakhir:
pengambiian Kartu Pengawasan bany:

Jalan;

= Jika masa berlai Kartu Pengawasan telah berakhir, maka Kartu Pengawasan harus dikembalikan pada waktu

Pemegang Kartu Pengawasan diwajihkan mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lai-Lintas dan Angkutan

4 Pelanggaran terhadap ketenfuan diatas akan berakibat dicabutnya Kartu Pengawasan ini.

Surabava,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Kepala Sub Dinas Angkutan Darat,

Nama lengkap
Pangkat
Nip

Salinan sesuai dengan aslinya

f i«:‘\"\?l I
N T TLRAY \ ;

[-JHH'!"‘P ,
________..._.-

HAQ}SIS‘WANTC.\ ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO



